JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN

Sumber gambar: https://www.google.com

Pendahuluan

Industri pertambangan baik mineral maupun batubara berpotensi memberikan dampak
positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut berpotensi terjadi
akibat adanya kegiatan penggalian dan penimbunan batuan penutup (overburden material atau
waste rock).! Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan lingkungan pertambangan harus dapat
direncanakan sejak tahap prapenambangan. Integrasi pengelolaan lingkungan dan rencana
penambangan merupakan salah satu cara terbaik yang dapat meminimalkan potensi dampak
lingkungan di masa penambangan. Salah satu pengelolaan lingkungan pertambangan yang harus
direncanakan yakni reklamasi pada lahan yang terganggu oleh kegiatan penambangan.?

Setiap kegiatan penambangan ekplorasi dan produksi, harus memiliki ljin Usaha
Pertambangan (IUP) atau ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hasil koordinasi dan
Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear
and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen reklamasi dan
pascatambang, dengan kata lain perusahaan tambang mengeruk isi bumi, tanpa melakukan
perbaikan lingkungan.® Untuk menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi
perusahaan harus menyerahkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di

bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi bersangkutan.*

! Tsabit Walad Al-Wahad, S.T., Dr. Ir. M. Sonny Abfertiawan, & Reza Putra Pratama, S.T., “Penyusunan Jaminan
Reklamasi Pertambangan”, diakses dari https://www.gesi.co.id/penyusunan-jaminan-reklamasi-pertambangan/, pada
tanggal 23 Agustus 2019.

2 1bid.

3 PWYP Indonesia, “Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda”,
diakses dari https://pwypindonesia.org/id/memahami-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang-dan-perizinan-minerba-
pasca-uu-pemda/, pada tanggal 23 Agustus 2019

4 Ibid.
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Pemerintah Indonesia yang berperan dalam menjaga dan mengawasi setiap kegiatan
penambangan, menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan pertambangan. Salah
satu peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan kaidah pertambangan yang baik telah diatur
dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018. Dalam
peraturan ini salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan
(IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yakni penyediaan jaminan reklamasi.

Sebelum melakukan perhitungan terhadap jaminan reklamasi, pemegang IUP dan IUPK
harus melakukan perencanaan kegiatan reklamasi terlebih dahulu yang sejalan dengan rencana
penambangan. Perencanaan reklamasi ini harus meliputi rencana pembukaan lahan untuk
pertambangan, program reklamasi yang akan dilakukan, kriteria keberhasilan kegiatan reklamasi,
dan perhitungan biaya rencana reklamasi. Penetapan besaran jaminan reklamasi sendiri yaitu
untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian biaya setiap satu tahun. Selanjutnya, pemegang izin
usaha pertambangan, mengajukan peninjauan terhadap perencanaan dan anggaran biaya untuk
reklamasi.>

Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga saat ini masih banyak perusahaan
tambang yang belum menempatkan jaminan reklamasi.® Dirjen Minerba Kementerian ESDM
mengatakan, perusahaan yang belum menempatkan mayoritas berasal dari perusahaan Izin
Usaha Pertambangan, Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP PMDN). Dari 4.524 perusahaan,
sebanyak 4.403 merupakan IUP PMDN, di mana sebanyak 1.283 sudah dan sisanya 3.120 belum
menempatkan jaminan pasca tambang.’

Kegiatan reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi sambil kegiatan operasi
pertambangan dilakukan, untuk menata, memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem dan
sesuai kembali sesuai peruntukannya.® Soal perhitungannya, biaya langsung berupa penataan
lahan, revegetasi, air asam tambang, perawatan. Ada juga biaya tidak langsung seperti
perencanaan. Perusahaan di dalam pelaksanaan reklamasi harus juga melakukan penataan lahan,
dan revegetasi penataan lahan.

Kementerian ESDM mencatat, dari total 4.867 perusahaan, yang telah menempatkan

jaminan reklamasi baru 2.966 perusahaan. Sisanya, sebanyak 1.901 belum menempatkan

5 lbid.

6 Eksplorasi.id, “Ribuan Perusahaan Tambang Belum Setor Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang”, diakses
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jaminan.® Kemudian, dari total 4.867 perusahaan, sebanyak 4.655 merupakan perusahaan IUP
PMDN di mana sebanyak 2.760 sudah menempatkan jaminan reklamasi dan sisanya 1.895
belum. 0

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah provinsi harus proaktif
dalam mengupayakan pendataan, pengumpulan, penagihan, monitoring dan evaluasi atas
kepatuhan perusahaan pertambangan memenuhi kewajiban terkait jaminan reklamasi. Upaya
tersebut wajib dilakukan secara terus menerus oleh setiap pemerintah provinsi, tak terkecuali
pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pemerintah Kalsel telah mampu mendongkrak pengumpulan dana jaminan reklamasi dari
ratusan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Sejak kewenangan bidang
pertambangan dilimpahkan dari kabupaten ke provinsi, jumlah dana jaminan reklamasi yang
berhasil ditarik dari perusahaan tambang meningkat tajam hingga hampir 400%.%! Tercatat pada
2016, saat kewenangan jaminan reklamasi berada di kabupaten (bupati) adalah sebesar Rp109,5
miliar dan US$565. Ditambah jumlah dana jaminan pascatambang sebesar Rp7,69 miliar.
Hingga akhir 2018, setelah kewenangan bidang ESDM ini ada pada gubernur, jumlah dana
jaminan reklamasi yang berhasil dikumpulkan naik hingga Rp402 miliar dan US$2,2 juta.

Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah 78 menentukan bahwa jaminan reklamasi terdiri
atas jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap operasi produksi. Jaminan
reklamasi tahap eksplorasi berbentuk deposito berjangka. Sedangkan Jaminan reklamasi tahap
produksi dapat berbentuk rekening bersama pada bank pemerintah; deposito berjangka pada
bank pemerintah; bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau cadangan
akuntansi. Jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi tentunya memiliki sifat unik
daripada jaminan yang lain, karena pengusaan atas jaminan ini berada pada perusahaan
bersangkutan.

Jaminan reklamasi yang dikuasai oleh pihak perbankan akan membawa persoalan kapan
jaminan tersebut dapat dicairkan, mengingat eksekusi atas jaminan mensyaratkan suatu keadaan
tertentu. Demikian pula untuk jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka, tentunya
akan menghasilkan bunga deposito yang harus ditentukan secara tegas status kepemilikan atas

bunga tersebut.

® lbid.

10 1hid.

1 Denny S, “Kalsel Dongkrak Raihan Jaminan Reklamasi Tambang 400%” , diakses dari
https://mediaindonesia.com/read/detail/212330-kalsel-dongkrak-raihan-jaminan-reklamasi-tambang-400, pada
Tanggal 23 Agustus 2019.
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Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum
ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah pemberian jaminan reklamasi membebaskan perusahaan dari kewajiban
melaksanakan kegiatan reklamasi?
Bagaimana peryaratan jaminan reklamasi dalam bentuk accounting reserve?
Dapatkah jaminan reklamasi dilakukan perubahan dan bagaimana ketentuannya?

Kapan Jaminan reklamasi dapat dicairkan dan bagaiman prosedur pencairannya?

ok w0 N

Bagaimana status kepemilikan bunga atas jaminan reklamasi dalam bentuk deposito

berjangka?

Pembahasan
1. Pengertian

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP)
dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat
mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.'? IUP adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan.'® Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin
usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan
studi kelayakan. Sedangkan [UP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 14

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah

izin usaha pertambangan khusus.™

12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
13 |bid, Pasal 1 ayat (7)

14 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

15 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13



Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.!® Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang lzin Usaha Pertambangan atau lzin
Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.t’
Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem

agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.*®

2. Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:1°
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:2°

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

T &

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

134

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

3. Jaminan Reklamasi
1) Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi
tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besarannya. Jaminan Reklamasi tahap

Eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi

16 |bid, Pasal 100 Ayat 1

17 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

19 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)



tahap Eksplorasi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.
Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap
Eksplorasi.?!
Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada
bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang
IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu
penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi. Penempatan Jaminan
Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi
dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi.?? Kekurangan biaya untuk
menyelesaikan Reklamasi tahap Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap
menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi?®
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat
memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah
jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila:?*
(1) terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi; atau
(2) biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak sesuai dengan rencana
Reklamasi tahap Eksplorasi.

2) Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan besarannya yang telah
ditetapkan.?®
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama

ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal umur tambang

2l Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, (Lampiran VI, D., 3., a., 1), ¢); yang mengatur Penempatan
Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi)

22 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, (Lampiran VI, D., 3., a., 1), g); yang mengatur Penempatan
Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK
Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi)

23 |bid, (Lampiran VI, D., 3., a., 1), h); yang mengatur Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap
Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau lUPK
Eksplorasi)

24 1bid, (Lampiran VI, D., 3., a,, 1), f); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah
jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi)

% |bid, (Lampiran VI, D., 3., a., 2), a); yang mengatur Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan
Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya)



kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan

umur tambang. Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun

berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap
tahun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.

Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dapat berupa? :

(1) Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama
Direktur Jenderal atau gubernur dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi;

(2) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama
Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai
dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;

(3) Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta
Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal
Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau

(4) Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila pemegang
IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tersebut memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

(a) terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih
dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan

(b) mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US$ 50.000.000,00 (lima
puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.

h) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan dalam mata uang
Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

i) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi.

j) Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank
Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau

IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum

26 |bid, Lampiran VI, D., 3., a., 2),9)



K)

n)

0)

P)

dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang

menempatkan jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi

(Accounting Reserve) yang telah memenuhi persyaratan harus menyampaikan

surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.

Surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi dalam bentuk cadangan

akuntansi (Accounting Reserve) harus disertai dengan laporan keuangan

tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan

IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap

Operasi Produksi apabila:

(1) terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau

(2) biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai
dengan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan

IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap

Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:

(1) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
dan/atau

(2) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan ITUPK Operasi
Produksi.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat

mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.



q) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan
Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
(1) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;

dan/atau
(2) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan ITUPK Operasi
Produksi.

r) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak menghilangkan
kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan ITUPK Operasi Produksi untuk
melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

s) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi
dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

4. Pencairan Jaminan Reklamasi
1). Pencairan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dengan kewenangannya sebelum
memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib
melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setelah
dokumen Studi Kelayakan disetujui.?’ Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
hanya dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai 100 % (seratus persen).?
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dapat
melakukan peninjauan lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui.?®
Hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi
dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap
Eksplorasi.*

2) Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

27 |bid, (Lampiran VI, D., 5., a., 1), ¢); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib melakukan
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui).

2 |bid, (Lampiran VI, D., 5., a., 1), €); yang mengatur Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi hanya dapat
dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai 100 % (seratus persen)).

2 |bid, (Lampiran VI, D., 5., a., 1), f); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dapat
melakukan peninjauan lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui).

%0 Ibid, (Lampiran VI, D., 5., a., 1), f); yang mengatur Hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan
Reklamasi tahap Eksplorasi dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap
Eksplorasi sesuai Format 1. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi).



Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan.®!

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi

Produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap

Operasi Produksi dan peninjauan lapangan.?

Hasil peninjauan lapangan harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian

keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Penilaian penentuan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap

Operasi Produksi ditentukan sebagai berikut:*3

a) paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap
Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang
terdiri atas:

1) penataan lahan dan penimbunan kembali lahan bekas tambang;

2) penyebaran tanah zona pengakaran; dan

3) pengendalian erosi dan sedimentasi, sesuai dengan peruntukannya sebagaimana
ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah
disetujui;

b) paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap
Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan dan pekerjaan
revegetasi yang terdiri atas:

1) penanaman tanaman penutup (cover crop);
2) penanaman tanaman cepat tumbuh;
3) penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4)  pengendalian air asam tambang, sebagaimana ditetapkan dalam rencana
Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disetujui.
c) 100% (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

setelah kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi memenuhi penyelesaian akhir,

31 |bid, (Lampiran VI, D., 5., a., 2), c); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan).

%2 1bid, (Lampiran VI, D., 5., a., 2), d); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan peninjauan

3 Ibid, (Lampiran VI, D., 5., a., 3).
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V.

sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi tercantum
dalam Matrik 17.

d) Dalam hal penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi belum
mencapai 100% (seratus persen), besaran nilai pencairan atau pelepasan Jaminan
Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.

e) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang belum dapat
dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi.
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